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DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA BSA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalamn Negervi Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembenan Hibab dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anpgaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana yang felan diubab denwan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 lentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian  Hibah  Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Dacrah, perlu diatur pedoman tata cara
penganggarar, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bukitlinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah = Otonom  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang  Nornor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Talhn 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengeloinan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-tndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) yang tclah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negura Republik indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang  Nomor 33  Tahun 2004  tentang
Perimbangan Kcuangan Antara Pemeriniall Pusat  dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor " 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lerubaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1723);

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331)

»

. Peraturan Pemerintah Momor 68 Tahun 1999 tentang Tata

Cara  Pelaksanaan Peran  Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan  Negura  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008  tenlang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tabhun 2005 Nomor 140, Tambalhian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintalh Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah  Nomoer 06 Tahun 2006. tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrali {Lenibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20uU6 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) yang
telah diubah dengan Peraturan Permerintahh Nomor 38 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2006 tentang Peagclolaan Barang Milik Negara/
Daerah {Lerabaran Negars Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara KRepublik Indonesia
Nomor 4855);

. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 ‘Tahun 2006  tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instanst  Permnerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik [fndonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Dacrali Provinst dan Pemermiahan Daerah
Kabupaten/Kola  (Lembaran Negare  Renublik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambalan Lemnbaran  Negara
Republik Indonesia Nomwor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Taliun 2010 tentang
Standar Akuntansi Jemerintahan  (Lemibaran  Negara
Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomo 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Momor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor &4 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
ciubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahaun Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalaan Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tenitang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kecdua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
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38.

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310};

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoe 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penalausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawabun Bendahara serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008
tentang [Hibah Dacrah;

Peraturann Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010
tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan
Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam
Negeri yang Diterima Langsung olech Kementerian Negara/
Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nemor 669);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Peruberian Hibabh dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Arnggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nowmor 540j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah;

Peraturan Daerah Kola Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006
tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Bukittinggl Tuhun 2006 Nomor 05);

Peraturan Dacrah Nomor 08 Tahun 2006 {entang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daeiah (RPJPD)  Kota
Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2006 Nomor $8);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008
tentang  Pokok-pokok  Pengeclolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bulkittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemecrintah Kota Bukiltinggi (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomoar 07)

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun
2008 Nomor 10)
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 1 1);
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tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
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netaphkan : PERATURAN WaALIKOTA TENTANG PROSEDUR
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGCGL

BAB L
KETENTUAN UMUM

Pasad b

unsur penyelenggara Pe.

Walikota adalah Walikota Bukitlinggi

Dewan Perwalkilen Relgyat Dacraln Koia Buokittiogg yang selanjutiya
disingkat DPRD adalah lembaga perwalkilan rakyal daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kota Bukittinggi

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bukittinggi.

Kantor Kesbangpol dan Linmas adalat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kola Bukittinggi.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bukittinggi

Keuangsn Daerah adalah semue hak den kewajiban desrah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dacrah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalaranya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Jyang sclanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keusogo tahunan Pemerintabien Daerah yang
dibahas dan disetujui bersarma oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

.Tim Anggatan Pemerintah Daerah yang sclanjutnya disingkat TAPD adalah

tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh
Sekretaris  Daerah yang mempunyal  tugas  menyiapkan  serta
melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang

5



,ggotéhya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
inaya sesuai dengan kebutuhan.

siabat Pengelola Keuangan Dacrab yang sclanjutnga cisingkat PPKD
adalah kepala Satuan Kerja Pengelota Keuangan Dacrah yang sclanjutnya
sebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyal lugas melaksanalan
ngeiolaan APBD dan bertindak scbagai Bendahara Umum Daerah.

endahara Unmum Daerah yang selanjutnga disingkat BUD adalah PPKD
yany bertindak dalam kapasitas schagai Bendahara Uit Daeralt

uasa Bendaharawan Umum Dacrab yang selanjuinya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabal vang diberi kuose untuk melaksanakan sebagian
gas BUD.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah yvang selanjulnya disingkat
SKPKD adalah satuan kerja yang melaksanakan peagelolaan APBD di Kota
Bukittinggi

-‘z‘* Satuen Kerja Peramgkat Dacrah yang sclanjoya HBRPD adalan Baiuan
Kerja Perangkat Daerah di linglungan Pemerintah Rota Buldliinggl

Kehijakan Umum APBD yang selanjuiny: disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode | {satu} tahun

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan  patokan  batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPO unwuk setiap program sebuagai
~ acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

), Rencana Kerja dan Anggaran PPKID vang sclanjuinya disingkat REKA-PPKD
~adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD yuang bertindak sebagai
- Bendahara Umum Daerah.

. Rencana Kerja dan Aaggaran SKPD yang sclanjutnyea disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD.

.Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksana anggaran SKPKD yang bertindale
sebagai Bendahara Umum Daerah.

2. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

23. Hibah adalah pemberian uang)barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan ‘daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakalan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukaunya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

4.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah  daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara lerus menerus dan selektif yang
1 bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

. 25. Resilco s@si{il adalah kejadian atau peristiva yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat scbagai dampalk krisis sosial,
krisis ekonomi, Krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
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ak diberikan belanja bantuan sosicl wkan sermakin terpurak dan tidak
apat hidup dalam kondisi wajar.

fasyarakat adalai crang pertrangart dacdatau kelouipok mlasyarakad
an/atau organisasi kemasyaraladan yang berdorisili dalam wilavah Kota
Bulkittinggi.

Kelompok masyarakat adalah  kumpulan orang  perorangan/satuan
masyarakat yang membentuk sualu wadah yaog dibentuk alas prakarsa
rang perorangain/satuan masyarakal tersebut untuk n jalankeu: sebual
‘kegiatan bersama yang berdomisili dalan wilayah Kota Bulkittinggi.

ah organisasi yang dibentik oleh anggola

rganisasi kemasyarakatan ad
masyarakat warga negara Republik Indoresia secara sukarela atas dasar
esamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap
uhan Yang Maha Esa, untuk berpoeran serla dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
ndonesia yang berdasarkan Pancasila  termasuk  organisasi  non
pemerintahan yang bersifat nacionol dibentok berdasarkan ketentoan
perundang-undangan.

arec tndonesia yang

.Pribadi adalah perseorangan/individu Warg
bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah Kota Buikittinggl.

0. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakal yany iecdich dar suaimi-
istri, suami-istri dan anaknya, ayah dan anaikoya atau ibue dan anaknya
dan/atau orang lain yang menjadi tanggung jewab kepala keluarga yang
berdomisili dalam wilayah Kol Buki

1. Pengguna Anggaran vang sclanjulnya  disingkat  PA - adwlah pejabai
pemegang kewenangan penggunann anpgarain untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

32. Kuasa Pengguna Anggaran yaoy selanjulnya disingkat KPA adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk mclaksanakan sebagan kewe pan perigguna

anggaran dalam melaksanalan sebagian tugns dan flungs: SRPD.

33, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPRD yung selanjutnya disingkat PPK-
" SKPKD adalah pejabat penalausahaan keuangan DPKAD yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPKD.

- 34. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

pada SKPD.

- 35.Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkarn, menatausahakan dan
mempertanggungjawablan uang untuk keperluan lransaksi PPKD.

36. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerira, Taenyirmpan, Tnernayarkan, Tnenatausanakan damn
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi SKPD.

' 37. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatar yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
L 38. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang sclanjutnya disingkat SPP-
LS adalah dokumen yang diajukan olech bendahara pengeluaran untulk
. permintaan pembayaran atas transaksi vang dilakukan dengan jumlah,
penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.

N\ ;
39. Surat Perintah Membayar Langsung yang sclanjulnya disingkat SPM-LS,
adalah  dokumen  yang  digunakan/diterbitkan olch  pengguna




aran/kuasa pengguna anggaran unlik penerbitan SP2D-L3  atas
1 pengeluaran DPA-SKPD kepacda pinak ketiga.

at Perintah Pencairan Dana Langsung yang sclanjutnya  disinglkat
D-LS, adalah dokumen yang digunakan schagai dasar pencairan dana
diterbitlkan  Bendahara Umum Daerali/Kuasa Bendahara Umum
rah kepada pihak ketiga berdasarkan SPM-LS.

s Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
entukan oleh kepala daerah untuk mcoampung scluruty penerimaan
rah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeiuaran daerah.
cening Kas Umum Dacerah adalah relcening tempat penyinpanan uang
rah yang ditentukan oleh kepala dacrah untuk menampung seluruh
erimaan daerah dan digunakan untulk membayar seluruh pengeluaran
aerah pada bank yang ditetapkan.
‘Naskah Perjanjian Hibali Daerah yang sclanjutnya disingkat NPHD adalah
askah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
elanja Dacrah antara pernerintah daeral dengan penerima hibah.
akta integritas adalah pernyataan secara tertulis dari penerima hibah/
enerima bantuan sosial yang rnenerangkan balwa  penerima hibah/
enerima bantuan sosial akan menggunakan hibalh/bantusn sosial yang
iterimanya sesual dengan NPHD /usulan

BaB i

RUANG LIHGEUP

Pasal 2
g lingkup Peraturan Walikota ini nelipud penyampaian  usulan,
ganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
a monitoring dan evaluasi pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
sumber dari APBD Kota Bukittinggi.
’ Pasal 3
) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapual berupa uang, barang
atau jasa.
) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksua dalam Pasal 2 dapat berupa uang
atau barang.

BAB TII
HIBAH
Bagian Hesat:
Umuim
4 Pasal 4
(1) Hibah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ‘
(2) Peml)cr_ian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 'setelah
. memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
3) Pembcr.izm hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah

. dengan wmemperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat untuk masyarakat.

’(4) Kriteria pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada zyat (1) adalah
sebagai berikut :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;




o

¢ wajib, tidak mengikat dan tdok terus menerus setiap tahun
aran, kecuali ditentukan lain  oleh  peraburan perundang
dangan;
enuhi persyaratan penerima hibush.
Pasal 5
bah adalah :
tah; '
ntah dacrah lainnya;
sahaan daerah;
akat; dan/atau
anisasi Kemasyarakatan.
: Pasal &
ah kepada pemerintah sebagaimana dimalksucd dalam Pasal & hurul a
kan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
nterian yang memiliki wilayah kerjanya di Kota Bulkiitinggt.

ah kepada pemerintah daerah lainuya scbagaimana dimaksud dalam
al 5 hurul b diberikan kepada cacrah otonom baru hasil pemekaran
rah sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan.
ibah kepada perusahaan dacrah schaginimana dimaksud dalam Pasal S
gruf ¢ diberikan kepada Badan Usalia Milik Dacrah Kota Bukittinggi
am rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Dacrah dart
merintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
ibah kepada masyarakal schagaimana dimuaksud dalam Pasal 5 harut d
berikan kepada kelompok orang yang memiliki keglalan tertentu dalam :
bidang perekenomian;

pendidikan;

kesehatan;

keagamaan;

kesenian;

adat istiadat;

keolahragaan non profesional yang berkedudukan dalam wilayah Kota
Bukittinggi.
Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢ diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang
terdaftar dan dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan, yang
berkedudukan dalam wilayah Kota Bukittinggi.

Pasal 7

Bidang perekonomian sebagaimana dirnaicsud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf
a adalah kegiatan ckonomi kerakyatlan meliputi industri rumah tangga
atau industri kreatif skala kecil dan/ataw menengah, koperasi serta
kegiatan yang menunjang program/kegiatan Pemcrintah Daerah dalam
bidang perekonomian.

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b adalah
kegiatan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk Anak Usia
Dini, Taman Kanak-Kanak, Seclolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat
. Pertama, Sé&kolah Lanjutan Tirgkat Atas, Sekolah Meunengah Kejuruan,
~ Perguruan Tinggi, kegiatan pendidikan non [ormal, kegiatan pendidikan
untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus (disabilitas) serta kegiatan
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menunjang program/kegiatan  Pemerintah Dacrah dalam bidang
idikan.

sehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal O ayat (4) hurul ¢ adalah
atan yang terkait dengan peryediaan layanan kesehatan  bagl
syarakat, kegiatan yang bersilat penyampaian  intormasi  dibidang
ssehatan bagi masyarakat awam seperti sosialisasi, penyuluhan, seminar
1 kegiatan sejenis  lainnya, serta kegiatan  yang  menunjang
ogram/ kegiatan Pemerintah Dacrah dalom bidang keschatan.

agamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d adalah
giatan yang terkait penyelenggaraan ibadah keagamaan, penyediaan
itas atau sarana/prasarana peribadatan serta kegiatan bimbingan
ani atau sejenisnya bagi masyarakat.
senian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf ¢ adalah
giatan kesenian tradisional nusantara  dan kegiatan  kesenian
dern/kontemporer yang tidak berfentangan dengan norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat serta tidak mengandung unsur penghinaan
u penistaan terhadap suku, agama, ras/etnis tertentu serta simbol-
imbol negara.
dat istiadat sebagaimana dimaksud dulam Pasal 6 ayat (4) hural 1 adalah
dat istiadat suku atau elnis nusantara berupa benda dan/atau tidak
enda, serta kegiatan yang ditnjukan dalam upaya pelestaciannya seperti
onservasi, hak cipta/paten serta promosi/pagelaran
eolahragaan non profesional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
4) huruf g adalah kegiatan keolahragaan yeng fidalk bertujuan untuk
‘mendapatkan penghasilan dalam pelaksanaannya.
Bagian Kedua
Penyampaian Usulan
Pasal 3

Pemerintah, pemerintah daerabt lainuya, perusahaan daerah, masyarakat
: dan._ organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan tertulis kepada
Walikota melalui SKPD terkait.
) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Surat permohonan; o
b. Proposal rencana ‘- program/kegiatan yang akan dilaksanakan atau

barang/jasa yang dibutuhkan;
¢. Rencana anggaran biaya.
) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji serta dievaluasi oleh
SKPD terkait yang membidangi.

Pasal 9

~.1) SKPD. sebagaimana dimaksud dalam PPasal 8 ayat (3) tercantum dalam

Larr{plran. I yang merupakan bagian tidalk terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini. :
1{2) Usulan hibgh 91611 masy:amkat :;'c:bagmn“mna dimaksud dalam Pasal 6 ayat
4) _akan dikaji serta dicvaluasi apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
# a. memiliki struktur kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan

surat keputusan/penctapan kepengurusan oleh pihak yang berwenang;

b. memiliki alamat domisili yang jelas i Kota Bukitlinggi.
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e

wlan hibah oleh Organisasi Kemasyarakatun sebagaimana dimaksud

am Pasal 6 ayat (5) akan dikaji seria dievaluasi apabila memenuhi
rsyaratan sebagai berikut

1. telah terdaltar pada Kantor Kesbangpol dan Linmas kota Bukittinggi

sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan;

memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Kota Bukittinggi.

Pasal 10

Kajian serta evaluasi yang dilakukan olch SKPD sebagaiimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3) rneliputi :

kelengkapan usulan sebagaimana dimaisud dalam asal 8 ayat (2);

kesesuaian dan sinkronisasi prograrn/kegiatan atau barang/jasa yang

diusulkan tersebut dengan programn dun kegiatan Pernecintah Dacraly;

memverifikasi Rencana Anggaran Binya schagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) hurul c.

Dalam hal kelengkapan usulan sebagaimana dimalsud Pasal 8 ayat (2)

belum terpenuhi, SKPD dapat rmcmintu pemohon  untuk merenuhi

.~ kelengkapan usulan. ‘

| Kepala SKPD terkait menyampuikan nasil  kajlan  serta evaluasi

. sebagaimana dimaksud pada ayal (1) kepada Walikota melalui TAPD

. berupa rekomendasi.

4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup jumlah
- nominal jika hibah dalam bentuk uang atau harga barang atau jasa jika

- rekomendasi hibah dalam bentuk barang ataun jasa.

dalamm Lam siran I rang  merupakan baginn  tdek terpisahkan d ari
iy =] | o t
Peraturan Walikota ini.

Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
>

Pagal 1%
Usulan hibah yang disampaikan kepada DPRD diteruskan oleh Sekretariat
DPRD kepada Walikota melalui Sckretaris Daerah.
a. Usulan yang diteruskan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan perlimbangat dari unsur pimpinan DPRD.

Walikota melalui Sekretaris Daerah meneruskan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait untuk proses kajian serta
evaluasi.
Kepala SKPD terkait melakukan kajian serta cvaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10.

' Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 12

TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).

Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pada prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Dalain hal Walikota menyctujui pertimbangan dan  rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pertimbangan dan
rekomendasi tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah
dalam rancangan KUA dan PPAS.



‘Pencanmman alokasi anggaraa scbagaimana dimaisud pada ayat (1),
meliputi anggaran hibah berupa uang, bavang, dan/atau jasa.

Pasal 13
| Hibah berupa uang dicantumkan dalam REA-PPKD atain RKA Perubahan-
& PPKD
) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-BKPD atau RKA
. Perubahan-SKPD pada program dan kegiatan SKPD terkait.
RKA-PPKD dan RKA-SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal
. (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan
" perundang-undargan.
D RKA Perubahan-PPKD dan RKA Perubahuan-sKPD scbagaimana dimaksud
| pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam
" Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan
] Pasal 14
) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalain Pasal 13 ayat (1)
dianggarkan dalam kelorupok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,
obyek belanja hibah, dan rincian obyck belanja hibah pada PPKD.
Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pemerintah;
Pemerintah daerah lainnya;
Perusahaan dacrah;
Masyarakat; dan
Organisasi kemasyarakatan.

o a0 &

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) dianggarkan dalam  kelompok  belanja  langsung  yang
diformulasikan kedalam program dan kegialan, yanyg diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang discrahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 15

Dalftar nama pcnc:rimé, alamal penerimma dan besaran hibah dicantumkan
dalarn Lampiran III Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran
APBED.

(2) Format daftar nama .pencrima, alamat dan besaran alokasi hibah yang
diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

(1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah bescrta besaran uang atau
jenis barang/jass. yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD. ‘

(2) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan pencrima dan besaran
hibah, ditetapkan dengan Keputusan Walikola berdasarkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APRBD dan Peraluran Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD




dalam hal terdapat perubahan dan korelsi data penerima hibah yang telah
itetapkan dalarn Peraturan Walikola tentang Penjabaran APBD  dan
eraturan Walikota tentang Penjubararn Perubahan APBD, maka dilakukan
erubahan Keputusan Walikota tentang daftar penerima hibah.
| Daftar penerima hibah sehagaimana cima keud pada ayat (1) menjadi dasar
enyaluran/penyerahan hibah.
Pasal 17

| Pelaksanaan anggaran hibah berupa usog berdasarkan atas DPA-PPKD
_atau DPPA-PPKD.
| Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas

DPA-SKPD atau DPPA-SKPD program dan kegialan pada SKPD terkait.
Pasal 18
Setiap pemberian hibah dituangkan dalan NPHD yang ditandalangani
. bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memuat ketentuan sebagai
* berikut :
pemberi dan penerima hibah;

tajuan pemberian hibah;
besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diteriog; .

tata cara penyalurai/ penyerahan hibah;

hak dan kewajiban;

tata cara pelaporan hibah;

o a0 oTp

wanprestasi;
sanksi-Sanksi;

5@

jangka waktu perjanjian,

—_

j. force majeure; dan

k. addendum atau amandemen.

Penerima hibah harus menandatangani pakta integritas.

Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran V1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Setiap penyerahan hibah dituangken dalam berita acara serah terima
hibah.

Walikota bersama dengan penerima hibah menandatangani berita acara
serah terima hibah dalam bentuk uang.

Kepala SKPD bersama dengan pencrima hibah menandatangani NPHD
serta berita acara serah terima hibah dalam bentuk barang/jasa.

Format berita acara serah terima hibali sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Walikota dapat menunjuk Kepala SKPD yang diberi wewenang untuk

menandatangani NPHI) dan Berita Acara seraly Lerima hibah dalam bentuk
uang.

Bagian Xelima
\ Mekanisme Pencairan,/Realisasi Hibah

Pasal 19

(1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (L3).

13




alisasi hibah dalam  bentul  barang/jasa  dilaksanakan  melalai
" mekanisme  pengadaan  barang/jasa berpedoman puda  peraturan
perundang-undangan.

Pencairan hibah dalam bentuk uang kepada Pemerinlai schagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditakukan setelall penerima hibah
menyampaikan nomor register hibalh atas hibah yang diterimanya dan
validasi penggunaan rekening penampung, dana hibah oleh Kementerian
terkait, sesuai dengan peraturan-perundaig =tudangan.

o Bagian Keenam
(ﬁ Cara Pencairan Hibal Dalam Bentuk Uang

T Pasal 20

)

Calon penerima hibah mengajukan pe rmohonan pt‘nuur an hibah kepada

Walikota melalui PPKD.

0| Dalam hal Walikota atau pejabat  yang didelegasikan menyetujui

permohonan pencairan hibah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),

persyaratan yang harus dilenghapi oleh penerima hibali untuk proses

pencairan hibah :

| 2. Menandatangani kwitansi dinas bendahara pengeiuaran PPRD;

b. Kwitansi dinas sebagaimana dimaksud bhurul a dibubuhi dengan
materai secukupnya;

. ¢. Menyerahkan co rekening yang digunakan penerimia hibah untuk

b g yang dig I
menampung dana hibah;

Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a, hurul b dan huruf ¢
lengkap, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP-LS kepada PPKD
melalui PPK-SKPKD untuk penerbitan SPM-LE.

Q; Dokumen-dokumen yang menjadi  kelengkapan  BPU-LS schagaimana

dinaksud huruf d meliputi :

a. NPHD dan Berita Acara Penycrahan;

b. pakta integritas;

c. copy rekening yang digunakan penerima hibah untuk menampung
dana hibah, dan

d. persetujuan pencairan hibah.

Setelah menerima dan menelitikan SPP-LS  beserta kelengkapannya
sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan ayat (4), PPKD menerbitkan
SPM-LS untuk diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD untuk penerbitan
SP2D-LS.

Setelah menerima darni menelitikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), BUD atau Kuasa BUD mencerbitkan SP2D-LS untuk selanjutnya
diserahkan ke Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan kas umum daerah
untuk proses transfer dana bhibah dari relzening kas umum daerah ke
rekening penerima hibah.

N T e
T ; Bagian Ketujuh
/‘fata Cara Realisasi Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa

Pasal 21

Penerima hibah mengajulkan permohonan realisasi hibah kepada Wahkota
cq. Kepala SKPD terkait.

Dalam hal ™ Walikota atau pejabat yang didclegasikan  menyetujui
permohonan realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
proses pengadaan hibah dalam bentuk barang/jasa tersebut dapat
dilakukan.
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hibah dalarmn bentuk barang/jasa terscbut berpedoman
perundang-undangan.

hibah dadam  bentulk  bavang/jasa pada  SKPD
egala dokumen yang lerkait dengan proses pengadaan
sa termasuk mempersiapkan NPHD dan Pakta Integritas.

men sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap,
hkan dokumen dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran

uaran mengajukan SPP-1LS kepada PA/KPA melalui PPK-

dan menelitikan BPP LS sebagaumana dimaksud pada
-SKPD menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan ke BUD

Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 22

pada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

nggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

NPHD.

diterima, penerima hibah menyetorkan sisa uang tersebut ke kas daerah.

SKPD terkait.

Pasal 23

engadaan hibah dalam bentuk barang selanjumya diserahkan oleh
SKPD kepada pencrima hibah, serta dituangkan dalam berita acara

erima hibah berupa uang menyampaikan laporan perggunaan hibah
nerima hibah berupa barang alau jusa  menyaupaikan laporan

poran penggunaan hibah sebagaitnana dimuksud pada ayal (1} dan ayat
9) disertai dengan surat pernyalaan langgungjawab dari penerima hibah
ang menyatakan bahwa hibah yang diteriima telah digunakan sesuai

| Dalam hal terdapat sisa uang terkait dengan hibabh berupa uang yang

5) Dalam hal terdapat sisa anggaran terkait hibah berupa barang, sisa
. anggaran tersebut akan diperhitungkan dalam laporan realisasi keuangan

‘-; Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota

. . Bukittinggi dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang yang belum discrabkan kepada penerima hibah

persediaan dalam neraca.
Pasal 24

sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah dacrah.

§ Peraturan Walikotz ini.

(2) Format konversi dan pengunglkapan hibali berupa barang dan/atau jasa
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI



Pasal 25

ah berupa uang dicatat sebagal realisasi jenis belanja hibah pada PPKD

am tahun anggaran berkenaan.

h berupa barang atau jasd dicatatl schagai realisasi obyele belanja

| pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan

da SKPD terkait.

Pasal 26

ftanggungjawaban pemerintah daerah atas permberian hibah meliputi:

Jsulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;

Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;

NPHD dan Berita Acara Penyerahan;

akta integritas dari penerima hibah yaug menyatakan bahwa hibah yang

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

Bukti transfer uang atas pemberian hibali berupa wang atau bukti serah

terima barang/jasa atas pemberian hibub berupa barang/jasa.

Pasal 27

Laporan penggunaain hibah dan surat pernyataan pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) disampaikan oleh

penerima hibah kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari

tahun anggaran berikutnya, kecuall ditentukan lain sesual peraturan
£8 Y I

- perundang-undangan.

Perecima hibah bertanggungjiawab secara lormal dan material atas

- penggunaan hibah yang diterimanya.

Penerima hibah berupa uang menyimpail bulti-bukti pengeluaran yang

lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan

penggunaan uang yang diterimanya.

) Penerima hibah berupa barang/jasa menyimpan salinan bukti serah

terima barang/jasa yang diterimanya.

[(5) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disimpan

dan dipergunakan oleh penerima hibah sclaku objek pemeriksaan.

BAB IV
BANTUAN SQSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28
;1) Bantuan sosial diberikan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah
dalam mengantisipasi dan/atau meminimalisir resiko sosial pada
‘ masyarakat.
(2) Bantuan sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai
| kemampuan keuangan daerah.
(3) Bantuan sosial diberikan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 29
 Anggota/kelompok masyarakat scbagairana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(2) meliputi : :
'a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang

tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ckonorni, politik, bencana,

16




, atau  kondisi tertenty vang menyebabkan individu
O . Is s

atau  masyarakat terschut belum dapat  memenuhi

p.

‘ S : =

Pcmcnntdhzhr'l.b]dang pendidikan, keagamaun, dan bidang

rperan aktif serta memberikan kontribus) secara terus

upaya .pembcrdayqan individu, kelompok, dan/atau

emungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 30

L berupa uang kepada individu dan/atau  keluarga

maksud dalam Pasal 29 Lt A, terdint dart bantuan sosial
Adu dan |atan keluarga yang divencanakan don vang \dak
Encanakan sehehurmmnya.

Han sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

lokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,

at penerima dan besarannya pada saal penyusunan APBD.

antuan sosial yang tidalk dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

maksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial

yang tidak dapat diperkirakan pada saal penyusunan APBID yang apabila

ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar

| bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

4 Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran

| yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

l1) Kriteria pemberian bantuan sosial sebaguimana dimaksud dalam Pasal 29

adalah :

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan

bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang

ditujukan dalam rangka mengantisipasi dan/atau meminimalisir dari

kemungkinan resiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi :

a. memiliki identitas yang jelas, dan

b. berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan sosial
tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah terlepas dari resiko sosial
Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;




Pasal 32

abilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a
jukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang
ng mengalami disfungsi sosial agar dapul melaksanakan fungsi sosialnya
ara wajar.

‘Perlindungan sosial sebagaimana dimaksad dalam Pasal 31 ayat (6) hurut
b ditujukan untuk mencegah dan menongani resiko darn guncangan dan
rentaan sosial seseorang, keluargn, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

Pemkerdayaan sosial sebagaimana diralksud dalam Pasal 31 ayat (6) hurut
| ¢ ditujukan untuk menjadikan sescorany, atau kelompok masyarakat yang
| mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.

) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) hurul d
" merupakan skema yang melembaga untuk menjainin penerima bantuan
| agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 31 ayat
{6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
. atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6)
huruf {f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi
pasca bencana.

Pasal 33

{l) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung
. oleh penerima bantuan sosial.
$02) Bantuan sosial berupa uang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
uang yang diberikan secara langsung kepada pencrima seperti beasiswa
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan
putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
barang yang diberikan sccara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatii/tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.
Bagian Kedua
Penyampaian Usulan

Pasal 34

1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan secara tertulis
kepada Walikota.

2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi
penerima bantuan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 29 adalah :
a. individu, keluarga dan/atau masyarakat, meliputi :




rat permohonan;
encana/tujuan penggunaan bantuan;
_ Rencana Anggaran Biaya;
Surat Keterangan Tidak Mampu dan [atau rekornendasi dari Lurah
tempat berdomisili; dan
5. Copy identitas diri
lembaga non pemerintabarn, meliputi :
1. Surat permohonai;
2. Proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan alau barang
yang dibutuhkan;

3. Rencana Anggaran Biaya.
 Sekretaris Daerah meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
'(2) kepada SKPD terkait untuk proses kajian serta evaluasi.
Pasal 35
| SKPD sebagaimana dirnaksud dalam Pasa! 34 ayal (3) tercantum dalam
| Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
. Walikota ini. :

Kajian serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kelengkapan usulan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 34 ayat (2);
\ b. Kesesuaian usulan dengan kriteria tujuan penggunaan hantuan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dan Pasal 32.
'; ¢. Memverifikasi Rencana Anggaran Biava schagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.
8) Dalam hal kelengkapan usulan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) belum terpenuhi, SKPPD dapat meminta pemohon untuk memenuhi
kelengkapan usulan.
[4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikail
" hasil kajian serta evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui
TAPD.
,) Dalam hal bantuan sosial yang akau diberikan adalah dalam bentuk uang,
rekoinendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup saran
jumlah nominal bantuan sosial yang dapat diberikan.
(6) Dalam hal bantuan sosial yang akan diberikan adalah dalam bentuk

barang, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup
saran jumlah nominal harga barang yang dapat diberikan.

: Pasal 36

f () Usulan bantuan sosial yang disampaikan kepada DPRD diteruskan oleh
Sekretariat DPRD kepada Walikota melalui Sekretaris Derah.

2) Usulan yang diteruskan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan pertimbangan dari unsur pimpinan DPRD.

(3) Walikota melalui Sekretaris Daerah meneruskan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait untuk proses pengkajian dan
evaluasi.

(4) Kepala SKPD terkait melakukan kajian scrta evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35.



Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 37

PD memberikan pertimbangan kepada Walikota alas rekomendasi
bagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayal (4), ayat (5) dan ayat (6).
Pertimbangan TAPD sebagaimana dirnaksud pada ayal (1) berdasarkan
pada prioritas dan kemainpuan keuangan daerah.

Dalam hal Walikota menyetujui perdmbangan dan rekomendasi
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pertimbangan dan
- rekomendasi  tersebut menjadi  dasar pencantulnary alokasi anggaran
. bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 38

| Bantuan sosial berupa uang dicantumnkan dalam REKA-PPKD atau RKA
. Perubahan PPKD.

) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD atau RKA-
" Perubahan SKPD yang relevan.

i RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) menijadi dasar pengganggaran baniuan sosial dalam APBD sesuai
. peraturan perundang-undangar.

RKA Perubahan PPKD dar: RKA Perubaban SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pengganggaran bantuan sosial
dalam Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
. langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan
rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

i) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, vang
diuraikan kedalarn jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan
sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
Pasal 40
4§ () Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial
! dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran
APBD), tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2) Format daftar, nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.
Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan
' Pasal 41
(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-
PPKD atau DPPA-PPKD

@) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa bareng berdasarkan atas
DPA-SKPD atau DPPA-SKPD pada program dan kegiatan terkait.
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Pasal 42

aftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan
Walikota berdasarkan Feraturan Dacrah tentang APBI) dan Peraturan
‘Walikota tentang Penjabaran APBD.

alam hal terdapat perubahan penerima dan besaran bantuan sosial,
ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah
¢ tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran
' perubahan APBD

J Dalam hal terdapat perubahan dan koreksi data penerima bantuan sosial
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
~ dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubalian APBD, maka
- dilakukan perubahan Keputusan Walikota tentang  daltar penerima
| bantuan sosial.

§) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercanium dalam Keputusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) daii ayal (3).

Pasal 43
Penerima bantuan sosial schagaimana dimaksud dalam Pasal 42
mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada
Walikota melalui PPKD
Dalam hal Walikota atau pejabat yang didelegasikan menyetujui
permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka proses realisasi bantuan sosial dapat di proses lebih lanjut oleh
Bendahara PPKD.

Pasal 44

Penyaluran/penyerahan Dbantuan sosial kepada individu  dan/atau

keluarga yang tidak dapat dircncanakan sebelumnya  scbhagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis

dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau sural keterangan

dari pejabat yang berwenang serta mendapal persetujuan walikota setelah

diverifikasi oleh SKPD terkait.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari :

a. surat permohonan yang diajukan oleh caion penerima atau pihak lain
yang berwenang yang mencakup jumlah bantuun sosial yang diajukan;

b. rekomendasi dari kelurahan tempat berdomisili lentang resiko sosial
yang akan ditanggung oleh pemolon atas suatu peristiwa yang
menimpa individu/keluarga calon penerima bantuan sosial;

¢. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan tempat berdomisili

d. Foto copy kartu identitas yang membuktikan bahwa calon penerima
bantuan sosial adalah warga kota Bukittinggi.

e. Foto copy kartu keluarga

(3) SKPD terkait melakukan verifikasi adminstrasi dan peninjauan lapangan
atas permohonarn bantuan dari individu/keluarga dan selanjutnya
mengajukan Telahaan Staf Laporan hasil verifikasi atas permohonan
bantuan sosial kepada walikota.

4

Dalam hal Walikota atau pejabat  yang didelegasikan menyetujui
permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
maka proses realisasi bantuan sosial dapat di proses lebih lanjut. oleh
Bendahara PPKD.
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6)

(7)

8

&)

(10)

1)
(2

(3)

i Bagian Kelima
Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang
Pasal 45

Dalam hal Walikota menyetujui permolionan pemberian bantuan: sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44, Bendahara
Pengeluaran PPKD melaksanakan proses penatausahaan Bendahara
Pengeluaran dengan meminta calon penerima bantuan sosial melengkapi
persyaratan sebagai berikut :
a. Menandatangani kwitansi dinas bendahara pengeluaran PPKD;
b. Kwitansi dinas sebagaimana dimaksud hurul a dibubuhi dengan

materal yang cukup;
c. Menyerahkan copy rekening alas nana penerima bantuan.
Setelah persyaratan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) telah dilengkapi
oleh calon penerima bantuan sosial, Bendahara Pengeluaran PPKD
mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK-SKPKD untuk penerbitan
SPM-LS.
Dokumen-dokumen yang menjadi Kelengkapan SPP-LS  scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. persetujuan pencairan dana  bantuan sosial beserta lampiran

kelengkapan permohonan dari calon pencrima bantuan sosial;
b. copy rekening atas nama penerima bantuan.
Dokumen SPP-LS beserta kelengkapannya disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran SKPKD kepada PPK-SKPKD untuk penerbitan SPM-LS.
Dalam hal dokumen SPP-LS beserta kelengkapanya setelah diverifikasi
oleh PPK-SKPKD dinyatakan lengkap, PPKD-SKPKD menerbitkan SPM-
LS.
PPKD mengajukan SPM-LS kepada Bendahara Umum Dacrah atau Kuasa
Bendahara Umum Daerah untul penerbitan 5P2D-LS
Dalam hal dokumen SPM-LS sctelah diverifikasi oleh BUD atau Kuasa
BUD dan dinyatakan lengkap, BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D-
LS dan meneruskannya ke Bank pengelola Kas Daerah untuk proses
transfer dana bantuan sosial dari rekening Kas Umumn Daerah ke
rekening penerima bantuan sosial.
Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan proses administrasi keuangan
bantuan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
PPK-SKPKD melakukan proses administrasi keuangan bantuan sosial
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah
melakukan proses administrasi keuangan bantuan sosial sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46
Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk uang dapat dilakukan secara
tunai melalui mekanisme SPP-LS dikelola bendahara.
Batas maksimal nominal bantuan sosial dalam bentuk uang yang
diberikan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalan
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bantuan.
Penerima bantuan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial dalam
bentuk uang secara tunai sebagaimana cimaksud pada ayat (1) hanya
meliputi individu dan/atau keluarga, yang berdasarkan pertimbangan
teknis yang objektif yang bersangkutan tidalk memungkinkan untuk
memenuhi persyaratan pencairan bantuan sosial melalui mekanisme
transfer antar rekening. i
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Bagian Keenam
Tata Cara Realisasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Harang
Pasal 47 !
Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan realisast bantuan
sosial kepada Walikota cg. kepala SKPD
Dalam hal Walikota atau pejabat  yang didelegasikan menyelujui
permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka proses pengadaan bantuan sosial dalam beituk barang tersebut
dapat dilakukan
Proses pengadaan bantuan sosial dalam  bentak barang tersebut
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
PPTK pengadaan bantuan sosial dalam  bentuk  barang pada SKPD
mempersiapkan segala dokumen yeng lerkait dengan proses pengadaan
bantuan sosial barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta
mernpersiapkan pakta integritas.
Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (elah lengkap,
PPTK menyerahkan dokumen dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran
SKPD
Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS  kepada PA/KPA
melalui PPK-SKPD.
Setelah menerima dan menelitikan SPP-LS sebagaimana dirnaksud pada
ayat (6), PPK-SKPD menerbillan SPM-LS untuk diteruskan ke BUD atau
Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
Setelah menerima dan menelitikan SPM-LS sebagaimana dirnaksud pada
ayal. (7), BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.
Hasil pengadaan bantuan sosial dalai bentuk baranyg diserahkan oleh
kepala SKPD kepada penerima bantuan sosial, scrta dituangkan dalam
berita acara serah terima.

Pasal 48
(1) Setiap pemberian bantuan sosial dituangkan dalam pakta integritas yang
ditandatangani oleh penerima bantuan sosial. :
(2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tercantum
dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini

(3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam bentuk berita
acara serah terima bantuan sosial yang ditandatangani bersama oleh
kepala SKPD dan penerima bantuan.

(4) Format berita acara serah terima banluan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiraa VIT yang merupukan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 49
(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan

bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada
SKPD terkait.
(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
3

-

Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab dari
penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa yang diterima telah
digunakan sesuai usulan.
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{f) Dalam hal terdapat sisa uang terkait dengan bantuan sosial berupa uang
yang diterima, penerima bantuan sosial menyctorkan sisa uang tersebut ke
kas daerah.

[f) Dalam hal terdapat sisa anggaran terkait bantuan sosial berupa barang,
sisa anggaran tersebut akan diperhitungkan dalam laporan realisasi
keuangan SKPD terkait.

Pasal 50

) Laporan  penggunaan  bantuan = sostal  dan  surat pernyataan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan
oleh penerima dana bantuan sosial kepada Walikota paling lambat tanggal
10 bulan Januari tahun anggaran berilkuinya, kecuali ditentukan lain
sesuai peraturan perundang-uncdangan.

) Penerima bantuan sosial bertanggungjuwab secara lormal dan material
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

) Penerima bantuan sosial berupa vang menyimpan bukti-bukti pengeluaran
yang lengkap dan sah sesuai peraluwran perundang-undangan terkait
dengan penggunaan vang yang diterimanya.

) Penerima bantuan sosial berupa barang menyimpan salinan bukti serah

terima barang yang diterimanya.

Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disimpan dan

g } ) | S
dipergunakan oleh penerima bantuan sosial sclaku objek pemeriksaan.
Pasal 51
1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan
: p g
sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang dicatal scbagai realisusi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan
kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 52
(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) paling lambat tanggal 5
Januari tahun anggaran berikutnya.
2

—~

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-
masing individu dan/atau keluarga.
Pasal 53
(1) Pertanggungjawaban pemcrintah daerah atas pemberian bantuan sosial
meliputi :

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;

b. keputusan walikota Bukittinggi tentang penetapan daftar penerima
bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan
usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial
berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan
sosial berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.




_ Pasal 54

fl) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar
| akuntaast pemerinadian pada aporan realisasi anggaran dan diungkapkan

. pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan

! pemerintah daerah.

?) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
' scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraluran Walikota ini.

BAB Vi
EKRTENTUAN PERAIINAN

Pasal 55

dengan bertakunya Peraturan Walikota ini

. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2012 tetap
mengacu. pada Peraturait Walikots, Bukittinggi Nowmor 31 Tahuo 2002
tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kota Bukittinggi.
. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan. pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan
bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan
Walikota ini.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai beriaku, pPeraturan  Walikota
Bukittinggi Nomor 31 Tahun 201 ltentang Pedoman dan Prosedur Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bulittinggi, (Berita Daecrah Kota
Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

' ‘ Pasal 57

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahican pengundangan peraturan
Walikota ini dengan Penemparannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittingggi
pada tanggal . @ a7 Nouemse~ 2012
Voah ey

£

WALIKOTA BUKITTINGGI

Diundangkan di : Bukittinggi

pada tanggal i 3, AJsvemder 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI
MR N——

ten e e WAL

i\ (;‘xv‘»?»' )

e KARNOVA

S o i
s DEC TN N

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR -27
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LAMPIRAN |

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR ;<% TAHUN 2012

TENTANG @ PEDOMAN DAN PROSEDUR
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PEMIEERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERANR { SKPD) PELAKSANA KAJIAN
SERTA EVALUASI USULAN PERMOHOI\!AN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
I SKPD 1T OBJEN KAJIAN SERTA BVALUAST
' Berdasarian aspek kajian serta evaluasi :
Usulan hibali atau  bantuan  sosial  yang

Sekretariat Daerah
cq. Bagian Kesejahteraan

Rakyat dan terkait denpan kegialan yuang menyangkut |
Kemasyarakatan kesejahiteraan rakyat dan kegiatan |
kemasyarakatan, khususnya kegiatan

dibidang keagamaan. Berdasarkan aspek
pengusul/ pemohon :
a. Permohonan dari individu/ kdudlga E
. Organisasi/lembaga/institusi keuangan

Dinas Sosial dan Tenaga | Berdasarkan aspelk kajiun scita evaluasi : 2
Kerja | Usulan  hibah atau bantuan sosial yang

1
|
terkait dengan kegiatan sosial |
kemasyarakalan dan ketenagakerjaan. |
i
|

Berdasarkan aspek pengusul/pemohon :

a. Organisasi sosial kemasyarakatan yang
menyantuni anak yatim, piatu, lansia, |
masyarakal dengan  kebutuhan khusus |
(disabilitas) dli

b. Organisasi kepejuangan

c. Organisasi ketenagakerjaan

3 | Dinas Pendidikan, Pemuda | Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi :
dan Olah Raga Usulann hibah atau bantuan sosial yang
terkait dengan legiatan pendidikan,
kepemudaan dan clah raga.

Berdasarkan aspek pengusul:/pemohon :

a. Organisasi/lembaga/institusi dibidang
pendidikan, seperti : lembaga pendidikan
formal swasta, lembaga pendidikan untuk
masyarakat dengan berkebutuhan
khusus (disabilitas), organisasi pelajar
dan mahasiswa, cll

b. Organisasi/lembaga/instansi di bidang
kepemudaan

c. Organisasi/lembaga/instansi dibidang
olah  raga

4 | Dinas Kesehatan 7| Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi :
U'sulan hibah atau bantuan sosial yang
n kegiatan dibidang keschatan.
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Dinas Pertanian

Dinas
Perindustrian,Perdagangan
dan Koperasi

Kantor Pemberdayaan
Masyarakat,Pemerintah
Kelurahan dan Nageri

aspek pengusul/pemohon :
vatg meniliky

terteniu dalam bidang keschatan

Berdasarkar

a. Organisasi tugas/fungsi

b. Organisasi profesi dibidang kesehatan
Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi :
bantuan sosial yang
kebudayaan,

Usulan hibah atau
terkait

kesenian dan kepariwisataan.

dengan kegpiatan

Berdasarkan aspelk pengusul/ pemohon :

mengelola/bergerak
dan

Organisasi
dibidany
ke pariwisataan

Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi :

varig

kebudayaan, kesenian

Usulan hibah atau bantuan sosial yang |

. ; - i
terkait dengan  kegitan  pertanian  serta |
pemberdayaan masyarakat Jdalam  bidang

pertanian.

Berdagarkan aspek pengusut/pemohon :

Organisasi masyarakat dibida

U pertanian

Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi :

Usulan hibah atau bantvan sosial  yang |
lerkait  dengan  kegiatan  pemiberdayaan !
masyarakal  dalain bidang  perindustrian, |

perdagangan dan koperasi.

Berdasarkan aspek pengusul/ pemohon : |
Organisasi/lembaga yang bergerak dibidang |
perindustrian, perdagangan doan koperasi
Berdasarkan uépek kajian serta evaluasi :
Usulan hibah atau
terkait kegiatan  pemberdayaan
masyarakat serta keswadayaan masyarakat
dalam menunjang program/kegiatan
pembangunan Daerah. E
Berdasarkan aspek pengusul/pemohon
Organisasi/lembaga/kelompok masyarakat
yang dalam kegiatan
pemberdayaan/keswadayaan masyarakat.

bantuan sosial yang

dengan

bergerak

Kantor Kesatuan
Bangsa,Politik dan
Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi :
Usulan hibah atau bantuan sosial yang
terkait dengan kegiatan kesehatan
masyarakat, kesatuan bangsa dan stabilitas
politik serta hubungan antar lembaga.
Berdasarkan aspek pengusul/pemohon :

a. Organisasi paguyuban atau sejenis
lainnya

b. Organisasi/lembaga/kelompok
masyarakat yang bergerak dalam bidang
ketahanan masyarakat

c. Organisasi yang berafiliasi dengan partai

politik ‘




Perdasarkan aspek kajian serla evaluasi ¢ !

0 | Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
| Berencana

Usulan hibah atau banluan sosial yang

|
1
i
‘ ferkait  dengan  kegiatan pemberdayaan |
| keluarga, perermpuan dan anak, ~serta |

| program keluarga berencand. \

| Berdasarkan aspek pu.ngum;'»/pcmo\')tm : |

i a. Organisasi perempuan

\
‘:
3\ b. Organisasi/ lembaga/ kelompok }
| masyarakat yalg bergerak dalam bidang !
i | pemberdayaan ikeluarga !
% ‘ (i ()rga\nicmtsi/Icmbugu/kclump()k o
% “ masyarakal yang bergerats dalam l)idang‘i
i keluarga berencana
| 5 |
(11 | Badan Kepegu@aié‘d% 7 1 Berdasarkan aspek kajlan serta evaluasi . i
Daerah \‘ Usulan hibah atau  bantuan sosial yang“;

terkait dengan organisasi KORPRL sebagai |
organisasi yang berada langsung di bawah |

%
| binaan pPemerintah Daerah.
|

12 | SKPD Lainnya | Sesuai dengan tugas pokolk dan fungsi dari
| berdasarkan arahan | BKPD terschut.
} Walikota/Sekda 1' J

L ISMET AMEZIS
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LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA BUKITIINGGI

NOMOR  : RF. TAHUN 2012 .

LENTANG - PEDOMAN — DAN  PROSEDUR
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL  PEMERINTAH  KOTA
BUKITTINGG!

{1, Format Rekomendasi SKPD
KOP SKPD

Nomor :

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Taliun 2011 tentang Pedoman Pemberiah Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggatan Pendapatan  dait Belanja Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Permberiah Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumnber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrali;

2. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ..... Tahun ... tentang Pedoman dan Prosedur

|59

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemcerintah Kota Fukitting

3. Surat Permohonan dan Proposal  dart .. Nombr: Lotaes langgal
Setelah kami lakukan kajian, analisis dan evaluasi terhadap proposal vang disampaikan oleh

............................ (nama organisesi) NOMOL: vevvneen.. lANggal 1 s, YAOB Leralamat

yang melipuli aspek

1. Persyaratan dan kriteria penerima
2. Singkronisasi program dan kegiatan organisasi dengan pemerintah Kota Bukittinggi
3. Usulan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Maka dengan ini kami Rekomnendasikan Organisasi ... untuk mendapatkan /|

tidak mendapatkan*) alokasi dana Hibah/ Bantuan Sosial’) dari APBD Kota Bukittinggi Tehun
Anggaran 2013. Berupa Uang/Barang*) «....c...... {sebutkan nama barangnya) dengan nilai

b Rp.... (khusus yang di rekomendasikan lapatkan alokasi Hibah/Bansos) (Apabila
direkomendasikan untuk tidak dibantu mako sebutkan alasanyu)
Adapun Hibah/Bantuan Sosial*) tersebut akan digunalkan VALK ceoveoraranmosssasnsonns (sebutkan
ringkasan penggunaan dana)
Demikian Rekomendasi ini kami buat, sebagai bahan pertimbangan oleh Tim Anggaran

Pemerintah Daerah untuk disetuji oleh Walikota Bukittinggi.

Bukittinggi, 2OE
KEPALA SKPD.....

*) Coret yang tidak perlu




12, Format Evaluasi Rencana Anppgaran Blaya (RAL)
KOP SKPD

HASIL EVALUASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Organisasi e e el D s O R e
Alamat Tetap o e T g e i 0D U TN RV

_ Jenis . Hibah / Bantuan Sosial *)

; Jumlah RAB SR R

Rekomerndasi SROI e

1
1
f
|
|
1
|

Jumlah

Y5 UaimBmya | RAE | Rekomendasi | Ket |
e e S e T RO D AR
1

Buldutinggi, 205
KEPALA SKPD.....







LAMPIRAN V. L.

SETURAN WALIKOTA RUKITTINGGI

W 1 R TAHUN 2012 "

TENTANG © PEDOMAN AN PROSEDUR
DEMBURIAN H{AH DAN BANTUAN
S0SIAL PEMERINTARH KOTA
BUKITTINGGH

PAKTA INTEGRITAS
(untuk Hibah)

Saya yang bertandatangan di buwal iniLE

Nama o e T e e i R s "

Jabatan e e e R e i R B

Alamat e o s e e e s S o s s e S S e e s S e
Bertindak untuk dan atas nama ..................... (penerirna hibakhy)

Menyatakan sebagai berilcut :

1. Akan menggunakan hibah yang ditcriina dari Pemerintah Kota Bukittinggi
berupa uang sebesar Rp .................. / barang atau jasa Derupa .................
secara profesional dan transparan, scrtd dengan  sungguh-sungguh
mewujudkan tujuan pemberian hibah  sebagaimana terrnaktub  dalam
NPHD yang telah disepakati bersama.

2. Tidak akan melakukan prakteck KKN terkait dengan
penggunaan/pemanfaatan hibah yang diterima.

3. Bertanggungjawab secara formil dan materil dengan penggunaan hibah
yang diterima.

B ilei FRinE e s e S T e 20

Yang Menyatakan

( Nama )

WALIKQTA BUKITTINGGI
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LANPHRAN V.2,

PERATURAN WALIKOTA UK

NONOR 129 TAHUNZ

TRNTANG @ PIEDOMAN DAN PROSEDUR
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PENERINTAH KOTA
BUKITTINGG]

TLINGGL

)

PAKTA INTEGIUTAS
(untuk Bantuan Sosial)

Nama

Jabatan

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama ..................... {penerina bantuan sosial)
Menyatakan sebagai berikuit :

1. Akan menggunakan bantuan sostal yang diterima dari Pernerintah Kota
Bukittinggi berupa uang schesar RGBT e i e o /  barang berupa

. sesuai dengan usulan  yang HBaya mohonkan kepada
Pemerintah Kota Bukittinggi

2. Tidak akan melakukan prakick KKN terkait dengan
penggunaan/pemanfaatan Bantuan Sosial yang diterima.

3. BRertanggungjawab secara formil dan maieril terkait dengan penggunaan
hibah / bantuan sosial sebagaimana dimaksud point | (satu) diatas.

Bukittinggi,

Yang Menyatakan

( Nama )




LAMPIRAM V

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGL

NOMOR 1 29 TAHUN 2012

TENTANG - PEDOMAN DAN PROSEDUR
PEMBERIAN RIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGL

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama
Jabatan
i Alamat
@ Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukitinggi, yang selanjutnya di
sebut PIHAK PERTAMA

2. Nama
Jabatan
Alamat i
@ Bertindak untuk dan atas NAMA ... {pencrima hibah), yong selanjutnya
1 disebut PIHAK KEDUA.
a. Pada hari ini ........ fanpgal D 5 bulanite. .. Tahun.
telah menyerahkan dana hibah sebesar Rp oo ot o o ) / hibah
dalam bentuk ............ kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah
menerina hibah/bantuan sosial tersebut dari PIHAK PERTAMA berdasarkan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ........tanggal .......
b. PIHAK KEDUA bersedia dan berjan)i akan memenuhi segala ketentuan yang ada

sebagaimana tercantum dalam Naskab Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
sebagaimana tersebut pada poin (a) di atas.
\ Demikian Berita Acara Penyerahan Hibah ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaiman mestinya.

| PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA

i (Penerima hibah) SEKRETARIS DAERAH/KEPALA (SKPD)
%

i (Nama) (Nama)

| ' O RTHREN MR TR e

|

SAKSI-SAKSI:

| T (e e e e e s ) Tl itk st
PPKD/Pejabat dari SKPD apabila

Hibah diberikan dalam bentuk barang

Do o e T ) D R e S SO
Dari pihak Penerima Hibah
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LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

BOMOR . 29 TAHUN 2012 A

PENTANG PIDOMAN 1IAN PROSEDUR
PEMGERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PEMEERINTALY KOTA
BURITTINGGL

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
“NAMA PENERIMA |

“ALAMAT PENERIFIA | JUMLAH (Rp.)
i

w0 B Lj
3 R g e

Bt sty 0 R e s ,.‘! = : } ST R
e ,#1
e e aT YNy

WAL{KOTA BUKITTINGGT
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LAMPIRAN V1T

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR . e TAMUN 2012

TENTANG @ PEDRDOMAN DAN PROSEDUR
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PIEMIERINTAH KOTA
BUKITTINGGI]

BERITA ACARA PENVERAMNAN BANTUAN SOSIAL
(Bantuan Sosial Rerupa Barang)

Yang bertandatangan di baweh ini:

1. Nama
Jabatan
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintahi Kota Bukittinggi, yang selanjutnya di
sebut PIHAK PERTAMA

2. Nama
Jabatan
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama ... (penerima bantuan sosial), yung sclanjuinya

disebut PIHAK KEDUA.

a. Pada han ini ........... tanggal ... el 10" €1 s CHE e s AR S , PIHAK
PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial dalam bentuk
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KIZDUA telah  menerima bantuan  sosial
tersebut dari PIHAK PERTAMA.

b. PIHAK KEDUA bersedia dan berjanji untuk memenuhi segala ketentuan yang ada

terkait dengan dengan penggunaan/pemanfaatan bantuan susial sebagaimana
tersebut pada poin (a) di atas.

Demikian Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
(PENERIMA BANTUAN) KEPALA ( SKPD )
(Nama) (Nama)
VR 8 S R e o

SAKSI-SAKSI:

dari pihak Penerima Bantuan
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LAMBPIRANM VI

PERATURAN WALIKOTA HBURITTINGGL

NOMOR Ry TAHUN 2012 ;

TENTANG @ PEDOMAN DAN PROSEDUR
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PIEMERINTAH KOTA
BUKITIINGGE

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGEKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

1. Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD:
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SERT ohe o o b
LAPORAN REALISAS! ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BIERAKHIR SAMPAL DIENGAN 31 DISSEMBEIR 20....
Tl 5 B iy

oo B £ oo 8 o i S
Anggaran i S
= : R | i
N“;:‘t" Setelah Realisasi (;::::: )
| Perubalian | i RN

Pendapatan*)
Pendapatan Asli
Pendapatan pajak
Pendapatan retri ah
Lain-lain pendapatan asli |
| daerah yang sah feme D

]
Uraian 1‘
|

Belanja
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai X .
Belanja Langsung .
_Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Ja
| Belanja t{ibah Barang

Hibah barang/jasa yang
diserahkan kepada pitiak

ketiga/masyarakat | M| e o
22.05. | Belanja Bantuan Sosial Barang | e e P »
| [2.2.2.2.1. | Bantuan sosial barang yang 5
| diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat

D2 8% Belanja barang untuk
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat selain hibah
dan bantuan sosial**)

2.2.2.3.x. | Barang/jasa selain hibah dan
bantuan sosial S

DIoNs; Belanja Modal = -

Jumlah

i Surplus / Defisit

¥ Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak

**) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan
atau penghargaan atas suatu prestasi

(%]
~3



2. Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD:

PEMERINTAH KOTA 814
LAPORAN RIEALISASE ANGG

FUTINGGH
ARAN PPKID)

UNTUK TAHUN YANG BERAKLIR SAMPAL DENGAN 31 DESEMBIR 20....

Uraian

Pendapatan

| Pendapatan Asli Dacrah.

Pendapatan Pajak Daerah

Hasil pengelolaan keuangan dacrai vang
dipisahkan

Lain-lain pendapatan «sli daciah yany sali

Dana Pe il_)'mgan

Dana 13agi Hasil

Dana 13agi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Buka Pajak/ Sumber Duya
Alam

B Aol U

Dana Alokasi Khust

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Hibah

Dana Darurat e,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan
Pemerintah Daeran Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Propinsi alau
Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Pendapatean

Belanja

Belanja Tidak Langsung

ol

Belanja Bunga
Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil

Ang;i;f%m' l
| Setelah
Perubahan

RRealisasi

. (Dalam Rupialy

Lebih
(Kurang)

Belanja Bantuan Keuangan

I RIEIEIERE

Belanja Tidak Terduga

Jumlah Be m‘]uv

SURPLUS/ (DEFISIT) |

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Dacrah

Penggunaan Si1LPA

Pencairan Dana Cadangan

w|w|w(olw
Sl
Wbl

Hasil Penjualan Kekayaan Dacrah yz;:;;_;mm B
dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

/oo
ik
ool

Penerimaan Piutang Daerah

Jumla Penerimaan

3.2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah

3.2.3.

Pembayaran Pokck Utang

324

Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah F\:x;bgclu;rf;u'f

Pembiayaan Netto

3.3.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SIL1'A)




3. Format Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah:
A. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Keuangan pernerintah Daerah:

L PPRD lc«.;hungaﬂ

-

et = SATKRR | SATKER
raian : 1 ! $ 2
-

Hasil pengelolaan keuan

diSpist e
lain-lain pendapatan

Bel

l Belanja Pegawai

kepada pi
Belanja b:
pihalk ketign/masyarakat selain hibah
dan banwan sosial**) -
2.2.2.3.%. Barang/jasa selain hibah dan bantuuiy
i sosial
223 Belanja Modal

SURPLUS/(D

Pembiayaan Dacrah

1, Penerimaan Pembiayaan Daerah
97 Pengeluaran Pembiayaan e,
Pembiayaan Nello
S Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)




% B. Konversi Hibah Barang dan/atau Jasa serta Bantuan Sosial Berupa Barang
Dalam Laporan Realisasi Anggaran Peracrintah Daerah:

&

Nomor
Urut

PPKD Pemda

Uraian Uraian

. Pendapatan .
20 Pendapatan Asli Dacrah
o Pendapatan pajak ¢ h
v Pendapatan retribus
daerah
1.1.3. Hasil pengelolaan
keuangan daerah yang
dispisahkan :
1.1.4. Lain-lain pendapatan asli
] daerah yang sah s
Jumlah Pendapatan Asli
D.erah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan
Dacrah yang Sah
Jumlah Pendapatan

patan [“;l_iu < XXX R

dapatan retribusi

s

Belanja A
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Bunga

» Operasi

wai XXX

ESHSHSHSHSY

_Belanja Hibah -
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
Belanja Langsung

2.2.1. Belanja Pegawai

.22\ Belanja Barang dan Jasa

22,001 Hibah barang/jasa yang

diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat
9.222°1. Bantuan sosial barang

1 yang diserahkan kepada

pihak ketiga/masyarakat

22.2.3x. Barang/jasa selain hibah XXX

{ dan bantuan sosial
2.2.3. Belanja Modal XXX Belanja Modal XXX XXX

Jumlah Belanja XXX Jumlah Belanja XXX XXX

SURPLUS/(DEFISIT) XX SURPLUS/ (DEFISIT) ok B

3. Perabiayaan Dacrah Pembiayaan Daerah

3.1, Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan XXX XXX

Daerah Daerah

3.2, Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan XXX XXX

Pembiayaan Netto Pembiayaan Netto XXX XXX

3.3. Sisa Lebih Pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan XXX XXX

Anggaran (SILPA) Anggaran (SILPA)
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